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ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The high unemployment rate in Medan City remains
a major challenge in local development. Although the Department of Manpower has
implemented various training and job placement programs, the unemployment rate has not
significantly decreased. This indicates the need for more targeted and measurable strategies
from the relevant institution. Purpose: This study aims to analyze the strategies of the
Department of Manpower of Medan City in reducing unemployment, as well as to identify the
supporting and inhibiting factors in the implementation of these strategies. Method: The
research uses a qualitative descriptive approach with data collection methods including in-
depth interviews, documentation, and observation. The Analytical Hierarchy Process (AHP)
method is used to determine the most effective strategic priorities. Result: The results indicate
that the priority strategies include industry-based vocational training, job placement through
private sector collaboration, and strengthening labor information systems such as the SIDUTA
application. However, challenges remain, such as limited funding, lack of professional trainers,
and low public participation in employment programs. Conclusion: Unemployment reduction
strategies can be optimized by strengthening collaboration with the private sector, improving
the quality of vocational training, and maximizing the role of information technology to support
inclusive and efficient employment services.
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ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya angka pengangguran di Kota Medan
menjadi salah satu tantangan utama pembangunan daerah. Meskipun Dinas Ketenagakerjaan
telah melaksanakan berbagai program pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, tingkat
pengangguran masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Permasalahan ini
menunjukkan perlunya strategi yang lebih terarah dan terukur dari lembaga terkait. Tujuan:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam
mengurangi angka pengangguran, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan strategi tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan
observasi. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas
strategi yang paling efektif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi
prioritas Dinas Ketenagakerjaan meliputi pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri,
penempatan tenaga kerja melalui kerja sama dengan swasta, serta penguatan sistem informasi
ketenagakerjaan seperti aplikasi SIDUTA. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan



anggaran, kurangnya tenaga pelatih profesional, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam
program ketenagakerjaan. Kesimpulan: Strategi pengurangan pengangguran akan lebih
optimal jika Dinas Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan sektor swasta, meningkatkan
kualitas pelatihan kerja, serta memaksimalkan peran teknologi informasi dalam mendukung
pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif dan efisien.

Kata Kunci: Pengangguran, Strategi Ketenagakerjaan, AHP

L. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Masalah pengangguran merupakan isu klasik yang masih menjadi tantangan besar
dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Medan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
tingkat pengangguran terbuka di kota ini cenderung tinggi, meskipun pemerintah daerah
melalui Dinas Ketenagakerjaan telah menjalankan berbagai program pelatihan dan penempatan
tenaga kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan belum
sepenuhnya efektif dalam menjawab dinamika pasar kerja dan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam konteks ini, strategi kelembagaan menjadi sangat penting untuk dikaji ulang dan
ditingkatkan efektivitasnya. Dinas Ketenagakerjaan sebagai institusi yang bertanggung jawab
atas penanggulangan pengangguran, perlu merumuskan langkah-langkah strategis berbasis
data dan kebutuhan lokal, serta memperhatikan kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja
dengan permintaan pasar. Penelitian (Vivarelli, 2014) menunjukkan bahwa inovasi dan
dinamika industri global menuntut pemerintah daerah untuk responsif dalam meningkatkan
kualitas keterampilan tenaga kerja. Hal serupa juga ditegaskan oleh (Meager, 2009), yang
menyatakan bahwa program pelatihan kerja hanya akan berhasil apabila didesain secara tepat
sasaran dan berbasis kebutuhan industri.

Metode pendekatan strategis yang digunakan juga menjadi kunci keberhasilan
intervensi pemerintah daerah. (Sato, 2007) melalui penerapan Analytical Hierarchy Process
(AHP) membuktikan bahwa pengambilan keputusan berbasis prioritas dapat meningkatkan
akurasi dalam perumusan kebijakan publik. Penelitian (Kluve, 2010)memperkuat hal ini
dengan temuan bahwa program yang dirancang dengan analisis strategi mendalam lebih
berhasil dalam menekan pengangguran jangka panjang dibandingkan dengan program bersifat
umum.

Namun, perumusan strategi tidak hanya soal desain teknokratik, tetapi juga
menyangkut kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya. Studi (Broschinski &
Assmann, 2021) menunjukkan pentingnya optimalisasi peran layanan publik dalam
mengintegrasikan kelompok rentan ke pasar kerja. Sementara itu, Horwitz (2013)
menggarisbawahi bahwa pengangguran struktural sering kali disebabkan oleh rendahnya
kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha, sehingga diperlukan
pendekatan pelatihan kerja yang kontekstual.

Kondisi di Kota Medan juga menunjukkan bahwa belum semua strategi Dinas
Ketenagakerjaan berjalan optimal. Temuan (Mokhtar & Susilo, 2017) menegaskan bahwa mutu
pelatihan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Dalam konteks lokal, (Citra et al., 2022)
menyimpulkan bahwa intervensi pemerintah daerah masih perlu diperkuat dengan kolaborasi
lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi SIDUTA yang dikembangkan
Dinas Ketenagakerjaan Medan merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan informasi
ketenagakerjaan, namun efektivitasnya masih memerlukan evaluasi menyeluruh.

Di sisi lain, studi (Santoso, 2022) dan (Saputra, 2018) menunjukkan bahwa pendekatan
berbasis pemberdayaan masyarakat dan sektor wisata juga berkontribusi dalam mengurangi
pengangguran secara kontekstual dan partisipatif. Ini mengisyaratkan perlunya diversifikasi
strategi dinas dalam menjangkau kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini diperkuat oleh



(Permadhy & Sugianto, 2020) yang menemukan bahwa ketidaksesuaian keterampilan menjadi
penyebab dominan pengangguran di tingkat desa.

Selain itu, pembelajaran dari studi terkait penanggulangan kemiskinan daerah (Ma’ruf,
2022) juga menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas birokrasi, serta
inovasi berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif. Hal ini
sejalan dengan temuan (Zulaika et al., 2024), yang menyoroti bahwa dalam konteks otonomi
khusus, dinamika ketimpangan dan tantangan koordinasi antarsektor menjadi faktor krusial
yang juga relevan untuk diterapkan dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Tantangan lainnya terletak pada tata kelola internal birokrasi. Penelitian (Khairi,
2022)menyoroti bahwa penyederhanaan struktur organisasi dapat meningkatkan responsivitas
instansi daerah. Sementara itu, studi (Setyaningsih et al., 2021) dan (Sugandi et al., 2022)
menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang efektif membutuhkan koordinasi yang
solid antar perangkat daerah serta dukungan regulasi yang konsisten.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam mengurangi angka
pengangguran, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan
rekomendasi strategis berbasis metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guna mewujudkan
kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, terarah, dan efektif di tingkat daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Medan menjadi permasalahan strategis yang
perlu segera diatasi melalui kebijakan yang tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika
lokal. Meskipun Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menjalankan berbagai program
seperti pelatihan keterampilan, bursa kerja, pemagangan, hingga pemanfaatan teknologi digital
seperti aplikasi SIDUTA, data statistik menunjukkan bahwa angka pengangguran tetap berada
pada level yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan
belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kebutuhan pasar kerja dan tantangan
ketenagakerjaan di wilayah perkotaan yang terus berkembang.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas isu ketenagakerjaan dari sudut pandang
global maupun nasional. (Meager, 2009) dan (Kluve, 2010) menunjukkan bahwa program
pelatihan kerja terbukti efektif dalam menurunkan pengangguran bila disesuaikan dengan
kebutuhan industri. Namun, keduanya tidak secara spesifik mengkaji efektivitas program
tersebut dalam konteks institusi pemerintah daerah. (Vivarelli, 2014) dan (Horwitz, 2013) juga
menyoroti pentingnya inovasi dan peningkatan keterampilan sebagai respons terhadap
perubahan industri, namun belum membahas bagaimana institusi daerah merespons tantangan
tersebut melalui kebijakan strategis.

Penelitian (Santoso, 2022) dan (Saputra, 2018) mengangkat pendekatan pemberdayaan
masyarakat sebagai alternatif dalam mengatasi pengangguran, tetapi belum membahas
integrasinya dalam kerangka strategis Dinas Ketenagakerjaan. Sementara itu, Broschinski &
Assmann (2021) menekankan pentingnya layanan publik dalam integrasi kelompok rentan ke
pasar kerja, namun tidak mengulas bagaimana dinas terkait menentukan strategi prioritas
pelayanan. Bahkan Sato (2007) yang secara khusus membahas penerapan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP) dalam sektor publik, belum mengarah pada bidang ketenagakerjaan
secara khusus.

Penelitian seperti (Mokhtar & Susilo, 2017) dan (Permadhy & Sugianto, 2020)
menemukan bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar
menjadi penyebab utama tingginya pengangguran, namun belum banyak yang membahas
bagaimana lembaga pemerintah daecrah merancang strategi intervensi berbasis prioritas dengan
alat bantu analisis yang sistematis seperti AHP.



Di sisi lain, struktur birokrasi yang belum ramping serta keterbatasan koordinasi
antarsektor sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan daerah
(Khairi, 2022; Setyaningsih et al., 2021). Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, studi
(Ma’ruf, 2022) dan (Zulaika et al., 2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah
yang responsif membutuhkan penguatan koordinasi, kapasitas birokrasi, serta dukungan
sistemik yang berkelanjutan — aspek-aspek yang belum sepenuhnya tereksplorasi dalam
kebijakan ketenagakerjaan Kota Medan. Sementara itu, penggunaan teknologi informasi
seperti aplikasi SIDUTA masih belum banyak diteliti efektivitasnya dalam menunjang
penempatan kerja dan pencocokan kebutuhan industri.Berdasarkan uraian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian dalam hal analisis strategi Dinas
Ketenagakerjaan secara komprehensif di tingkat kota, khususnya yang memanfaatkan
pendekatan 4AHP untuk menetapkan prioritas strategi dalam mengurangi angka pengangguran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam
strategi yang diterapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, mengidentifikasi faktor
pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat
memperkuat efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal.

1.3.  Penelitian Terdahulu

(Vivarelli, 2014) dalam penelitiannya yang berjudul Innovation, Employment and Skills
in Advanced and Developing Countries: A Survey of Economic Literature menunjukkan bahwa
inovasi teknologi di era global berdampak pada struktur ketenagakerjaan di negara
berkembang. Temuan ini menguatkan perlunya integrasi antara strategi peningkatan
keterampilan tenaga kerja dengan kebijakan adaptif terhadap perubahan teknologi dan industri.

Selanjutnya, (Sato, 2007) dalam artikelnya Administrative Evaluation and Public
Sector Reform: An Analytic Hierarchy Process Approach menekankan pentingnya penerapan
metode AHP dalam evaluasi sektor publik. Penelitian ini menjadi dasar penggunaan AHP
sebagai metode dalam menetapkan prioritas strategi instansi pemerintahan, termasuk Dinas
Ketenagakerjaan, dalam menentukan langkah-langkah pengurangan pengangguran.

(Meager, 2009) melalui studinya tentang The Role of Training and Skills Development
in Active Labour Market Policies menyoroti bahwa program pelatihan tenaga kerja yang
dirancang dengan baik terbukti efektif dalam meningkatkan peluang kerja peserta. Penelitian
ini menggarisbawahi bahwa pelatihan kerja harus menjadi komponen utama strategi
pengurangan pengangguran yang disusun oleh pemerintah daerah.

(Liotti, 2022) dalam penelitiannya Labour Market Regulation and Youth
Unemployment in the EU-28 menemukan bahwa fleksibilitas regulasi tenaga kerja tidak selalu
menjamin penurunan pengangguran. Penelitian ini menunjukkan pentingnya evaluasi
mendalam terhadap efektivitas kebijakan deregulasi, agar sesuai dengan kondisi sosial
ekonomi daerah tertentu.

(Kluve, 2010) melalui meta-analisisnya terhadap 137 program ketenagakerjaan aktif di
Eropa menyimpulkan bahwa program pelatihan dan konseling intensif lebih efektif
dibandingkan subsidi upah dalam menekan angka pengangguran jangka panjang. Hal ini
sejalan dengan urgensi program pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Horwitz, 2013)dalam konteks Afrika Selatan
mengidentifikasi bahwa ketidaksesuaian keterampilan menjadi hambatan utama dalam
penyerapan tenaga kerja. Studi ini menegaskan perlunya intervensi dinas ketenagakerjaan
dalam penyusunan program peningkatan keterampilan berbasis sektor prioritas.

(Broschinski & Assmann, 2021) melalui artikelnya 7The Relevance of Public
Employment Services for the Labour Market Integration of Low-Qualified Young People
menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi kelompok rentan ke pasar kerja sangat bergantung



pada peran aktif layanan publik ketenagakerjaan. Studi ini relevan dalam menyoroti pentingnya
penguatan fungsi Disnaker dalam mendampingi kelompok usia muda.

Sementara itu, (Santoso, 2022) dalam penelitiannya di IPDN menunjukkan bahwa
pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Kota Semarang mampu menurunkan
pengangguran lokal secara signifikan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan
strategis dan partisipatif berbasis potensi lokal dapat menjadi alternatif solusi pengangguran di
daerah.

(Anindita & Santoso, 2022) melalui artikelnya di J-3P (Jurnal Pembangunan
Pemberdayaan Pemerintahan) menjelaskan keberhasilan Program Desa Wisata dalam
menggerakkan partisipasi masyarakat dan membuka lapangan kerja lokal. Penelitian ini
relevan dengan strategi pemberdayaan Dinas Ketenagakerjaan yang berbasis pada potensi desa
dan pariwisata.

(Khairi, 2022) dalam jurnalnya Organizational Structure Simple Model In The
Framework of Bureaucracy Simplification menyoroti pentingnya penyederhanaan struktur
organisasi pemerintah daerah agar lebih responsif dan efisien. Studi ini menguatkan gagasan
bahwa reformasi birokrasi di Dinas Ketenagakerjaan perlu diarahkan pada percepatan layanan
dan pelaksanaan strategi ketenagakerjaan.

(Sugandi et al., 2022)dalam jurnal TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen
Pemerintahan menganalisis kebijakan pembangunan berkelanjutan pada komunitas lokal di
Indonesia. Penelitian ini mempertegas peran pemerintah daerah dalam mengintegrasikan
dimensi sosial dan ekonomi, termasuk dalam merancang strategi ketenagakerjaan jangka
panjang.

(Setyaningsih et al., 2021) melalui artikel Dalam Mengurangi Pengangguran di Jurnal
I[lmu Pemerintahan menyoroti efektivitas program kerja daerah dalam menekan angka
pengangguran. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pendekatan kolaboratif lintas
sektor menjadi kunci keberhasilan strategi ketenagakerjaan.

(Permadhy & Sugianto, 2020) dalam jurnal IKRA-ITH Ekonomika mengidentifikasi
faktor penyebab pengangguran dan strategi yang diterapkan di Desa Bojongcae. Penelitian ini
menemukan bahwa faktor utama adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja
dengan kebutuhan pasar, yang menjadi masukan penting bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam
merancang pelatihan kerja.

(Saputra, 2018) melalui penelitiannya tentang Efektivitas Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menggarisbawahi peran program
pemberdayaan sosial dalam meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok rentan. Studi ini
relevan untuk mendukung strategi pengentasan pengangguran berbasis sosial.

(Citra et al.,, 2022) dalam jurnal Paradigma Ekonomika meneliti determinan
pengangguran di Provinsi Jambi dan strategi pengurangannya. Penelitian ini menemukan
bahwa intervensi pemerintah melalui pelatihan dan fasilitasi kerja langsung berdampak pada
penurunan angka pengangguran daerah.

(Mokhtar & Susilo, 2017) meneliti pengaruh pelatihan terhadap kompetensi calon
tenaga kerja Indonesia di Jurnal Administrasi Bisnis. Penelitian ini menunjukkan bahwa
kualitas pelatihan sangat berpengaruh pada kesiapan kerja, mendukung perlunya peningkatan
mutu pelatihan di bawah Dinas Ketenagakerjaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan, fokus, dan metode yang berbeda dari
penelitian-penelitian terdahulu, sehingga menghasilkan kontribusi kebaruan ilmiah yang
signifikan. Sebagian besar kajian sebelumnya cenderung membahas pengangguran dalam
konteks nasional atau sektoral secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan
strategi kelembagaan dinas ketenagakerjaan di tingkat kota. Penelitian seperti yang dilakukan



oleh (Kluve, 2010; Meager, 2009; Vivarelli, 2014) lebih menekankan pada efektivitas program
pelatihan atau dinamika pasar kerja, tetapi belum menyentuh bagaimana instansi daerah
merumuskan dan memprioritaskan strategi dalam konteks lokal.

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota
Medan dalam mengurangi angka pengangguran, dengan pendekatan yang menekankan pada
proses perumusan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta skala prioritas strategi
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Kebaruan penelitian terletak pada
penggunaan AHP secara kontekstual di sektor ketenagakerjaan daerah, yang sebelumnya
belum banyak diaplikasikan dalam kajian-kajian akademik serupa. Selain itu, penelitian ini
mengangkat aspek sinergi antara kelembagaan pemerintah daerah dengan sektor swasta dan
pemanfaatan teknologi digital seperti SIDUTA sebagai bagian integral dari strategi
pengurangan pengangguran, sesuatu yang belum secara mendalam dibahas dalam literatur
sebelumnya.

Kebaruan lainnya juga muncul dari penggabungan pendekatan analitis dengan
wawasan empiris di tingkat kota, yang menjadikan penelitian ini tidak hanya bersifat
konseptual tetapi juga aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam
mengembangkan model strategi ketenagakerjaan berbasis prioritas yang relevan dengan
tantangan daerah perkotaan, serta mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif,
partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran menyeluruh
mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam mengurangi
angka pengangguran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut, serta menyusun skala
prioritas strategi yang paling efektif dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal melalui
pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi solutif dan aplikatif untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan
di tingkat pemerintah daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
menggambarkan secara mendalam strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam
mengurangi angka pengangguran. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan
pemahaman komprehensif terhadap dinamika internal kelembagaan, respons terhadap
tantangan ketenagakerjaan lokal, serta pelaksanaan program-program yang telah dijalankan
oleh dinas terkait (Sugiyono, 2018) Penelitian ini juga menekankan pada upaya penyusunan
skala prioritas strategi melalui pendekatan sistematis dan partisipatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada delapan informan yang
terdiri dari pejabat struktural dan staf teknis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, perwakilan
dunia usaha, tokoh masyarakat, serta akademisi yang memahami isu ketenagakerjaan lokal.
Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan program pelatihan dan layanan ketenagakerjaan,
sedangkan dokumentasi mencakup data statistik, dokumen perencanaan, dan laporan kegiatan
resmi dinas.

Analisis data menggunakan model interaktif dari (Miles, Matthew.B; Huberman,
2002)yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP) untuk membantu menyusun skala prioritas strategi yang paling relevan dengan
kondisi dan kebutuhan daerah. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode,



guna memastikan bahwa hasil penelitian akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi Dinas
Ketenagakerjaan Kota Medan dalam menanggulangi angka pengangguran, penelitian ini
menggunakan pendekatan teori strategi dari (Koteen, 1997) yang membagi analisis ke dalam
empat dimensi utama, yaitu corporate strategy, program strategy, resource strategy, dan
institutional strategy. Keempat dimensi ini digunakan untuk menggambarkan secara
menyeluruh bagaimana perencanaan strategis dinas dibentuk oleh visi, misi, program, serta
dukungan sumber daya dan kelembagaan. Melalui pendekatan ini, pembahasan diarahkan
untuk menilai sejauh mana strategi yang dirancang telah dijalankan secara efektif, serta
mengidentifikasi kendala maupun peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Setiap
dimensi dianalisis berdasarkan indikator yang relevan guna menghasilkan gambaran utuh
tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi penguatan strategi ketenagakerjaan di tingkat
daerah.

3.1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi)

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan memiliki visi dan misi yang secara umum
mencerminkan komitmen terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas
tenaga kerja. Melalui wawancara dengan pejabat struktural, diketahui bahwa visi tersebut
diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan strategis seperti peningkatan kompetensi kerja,
perluasan kesempatan kerja, dan digitalisasi layanan. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa
informan mengakui bahwa visi dan misi tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan secara
menyeluruh ke dalam setiap program. Visi dan misi masih bersifat simbolik dan belum
diinternalisasi secara kuat dalam level teknis pelaksanaan kegiatan, terutama pada unit
pelaksana teknis (UPT).

Tujuan strategis dinas juga telah dirumuskan secara jelas dalam dokumen rencana kerja
tahunan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan tersebut tidak selalu sinkron dengan
alokasi anggaran maupun kebutuhan riil pasar kerja. Hal ini menyebabkan beberapa program
berjalan kurang maksimal karena tidak terfokus pada target prioritas. Dengan demikian,
dimensi corporate strategy pada Dinas Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa meskipun arah
kebijakan sudah dirumuskan, implementasinya masih membutuhkan penguatan koordinasi
lintas bidang dan evaluasi internal yang lebih terukur.

3.2. Program Strategy (Strategi Program)

Dimensi program strategy, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menyusun
berbagai program seperti pelatihan kerja berbasis kompetensi, pemagangan industri, dan bursa
kerja terbuka. Melalui dokumentasi dan observasi langsung, ditemukan bahwa program-
program tersebut cukup aktif dijalankan setiap tahun. Namun, efektivitasnya belum
sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat pencari kerja, terutama karena kurangnya
promosi dan sosialisasi program. Hal ini menyebabkan keterbatasan partisipasi dari kalangan
muda dan lulusan baru yang sebenarnya menjadi target utama.

Dari sisi dampak program, para informan menyebutkan bahwa peserta pelatihan
umumnya mengalami peningkatan keterampilan, namun hanya sebagian kecil yang berhasil
terserap di pasar kerja. Hambatan utama adalah ketidaksesuaian antara jenis pelatihan yang
diberikan dengan kebutuhan industri. Selain itu, evaluasi dampak program belum dilakukan
secara sistematis sehingga menyulitkan pengukuran keberhasilan jangka panjang. Dengan
demikian, dimensi program strategy menunjukkan bahwa program sudah berjalan, namun perlu



pembenahan dalam aspek perencanaan, penyesuaian kurikulum, dan mekanisme monitoring
hasil.

3.3. Resource Strategy (Strategi Sumber Daya)

Pelaksanaan program dinas sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Dari
sisi sumber daya manusia, ditemukan bahwa jumlah pelatih dan tenaga teknis masih terbatas.
Beberapa pelatihan dilakukan tanpa pendampingan profesional yang relevan dengan bidang
industri terkini. Selain itu, pelatihan staf internal untuk peningkatan kapasitas SDM juga masih
jarang dilakukan, sehingga terjadi stagnasi kompetensi dalam penyelenggaraan program.

Sumber daya keuangan juga menjadi tantangan tersendiri. Informasi dari bagian
perencanaan menyebutkan bahwa alokasi anggaran sering kali tidak mencukupi untuk
menjalankan seluruh program yang telah dirancang. Ketergantungan terhadap dana hibah atau
bantuan pusat menjadi hal yang berisiko, karena jika terjadi keterlambatan pencairan, program
akan tertunda atau bahkan dibatalkan.

Adapun dari sisi sarana dan prasarana, Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki
pemerintah kota masih memiliki keterbatasan alat dan ruang pelatihan. Beberapa alat pelatihan
disebut sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi industri saat ini. Hal ini
menjadi kendala dalam membekali peserta dengan keterampilan yang benar-benar relevan di
dunia kerja.

3.4. Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan)

Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan secara administratif sudah
sesuai dengan pedoman organisasi perangkat daerah. Namun, beberapa fungsi belum berjalan
optimal karena keterbatasan sumber daya manusia di beberapa bidang. Misalnya, unit yang
menangani hubungan industri dan pengawasan ketenagakerjaan masih minim staf dan
mengalami tumpang tindih peran.

Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan juga terbatas pada lingkup kebijakan daerah.
Untuk menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, dinas perlu berkoordinasi dengan
instansi lain seperti Dinas Perindustrian dan Kamar Dagang. Proses birokratis ini sering
memperlambat respons terhadap kebutuhan kerja yang mendesak. Informan juga menyebutkan
bahwa kewenangan dalam mengelola platform digital seperti SIDUTA belum didukung
sepenuhnya oleh regulasi yang adaptif.

Dari sisi SOP (Standar Operasional Prosedur), sebagian besar program sudah memiliki
pedoman pelaksanaan, namun pelaksanaan di lapangan seringkali tidak konsisten. Misalnya,
proses evaluasi pascapelatihan atau pelaporan alumni masih belum dilakukan sesuai standar.
Hal ini menyebabkan lemahnya sistem umpan balik untuk penyempurnaan program.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam mengurangi angka pengangguran
dijalankan melalui tiga pendekatan utama: pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri,
penempatan tenaga kerja melalui kerja sama dengan sektor swasta, serta penguatan sistem
informasi ketenagakerjaan seperti aplikasi SIDUTA. Meskipun program-program ini telah
berjalan secara rutin, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal, terutama karena masih
terdapat ketimpangan antara kompetensi yang dibentuk melalui pelatihan dan kebutuhan nyata
dunia kerja.

Jika dikaitkan dengan teori strategi menurut (Koteen, 1997) maka strategi Dinas
Ketenagakerjaan mencerminkan adanya upaya untuk memenuhi dimensi corporate, program,
resource, dan institutional strategy. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya kesenjangan
antara tujuan strategis dengan kondisi implementasi di lapangan. Visi dan misi kelembagaan



memang telah dirumuskan dengan baik, namun belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam
program-program yang responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan lokal.

Temuan ini sejalan dengan pendapat (Kluve, 2010) dan (Meager, 2009) yang
menekankan bahwa keberhasilan program ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh kesesuaian
antara desain program dan kebutuhan pasar kerja. Dalam konteks Kota Medan, hasil
wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelatihan kerja masih bersifat generik dan
belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik industri di wilayah tersebut. Hal ini
mengindikasikan bahwa pendekatan perencanaan program masih bersifat top-down dan belum
berbasis data kebutuhan lokal.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat signifikan dalam
pelaksanaan strategi. Baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana,
Dinas Ketenagakerjaan mengalami hambatan yang cukup besar. Hal ini konsisten dengan
temuan (Broschinski & Assmann, 2021) serta (Horwitz, 2013), yang menunjukkan bahwa
integrasi kelompok rentan ke pasar kerja akan sulit dicapai tanpa dukungan kelembagaan yang
memadai. Sementara itu, SIDUTA sebagai platform digital informasi ketenagakerjaan dinilai
masih belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya sosialisasi dan keterbatasan
literasi digital masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, struktur organisasi dinas telah dirancang sesuai peraturan,
namun pelaksanaan fungsi antarbagian masih kurang sinergis. Beberapa program berjalan
tanpa koordinasi antarsektor, terutama dalam hal kerja sama dengan dunia usaha. Hal ini
menunjukkan belum terbangunnya mekanisme kolaboratif yang solid, sebagaimana disarankan
oleh (Sugandi et al., 2022) yang menyatakan pentingnya pendekatan multi-pemangku
kepentingan dalam kebijakan ketenagakerjaan lokal.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi
Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam menanggulangi pengangguran masih menghadapi
tantangan struktural dan teknis. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui
penajaman fokus program, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan
metode perencanaan strategis berbasis prioritas seperti Analytical Hierarchy Process (AHP)
agar strategi yang dirumuskan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia
kerja secara efektif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan memiliki peran
penting dalam menanggulangi masalah pengangguran melalui berbagai strategi kelembagaan,
seperti pelatihan berbasis kebutuhan industri, program penempatan kerja, serta pemanfaatan
sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital seperti aplikasi SIDUTA. Peran ini
mencerminkan komitmen institusional dalam menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang
adaptif dan berbasis kebutuhan lokal. Harapan dari masyarakat dan pemerintah terhadap Dinas
cukup tinggi, khususnya dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif,
dan relevan dengan tuntutan dunia industri.

Namun demikian, pelaksanaan strategi dinas masih menghadapi sejumlah hambatan,
antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, ketidaksesuaian program
pelatihan dengan kebutuhan riil lapangan, serta rendahnya koordinasi lintas sektor. Hambatan
ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan masih membutuhkan penajaman dari
sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbasis data. Selain itu, penggunaan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam penelitian ini mengungkap bahwa strategi prioritas
yang paling efektif adalah memperkuat sinergi dengan sektor swasta, memperbarui kurikulum
pelatihan, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara sistematis.

Dengan mempertimbangkan keempat dimensi strategi menurut (Koteen, 1997), yaitu
corporate, program, resource, dan institutional strategy, dapat disimpulkan bahwa Dinas



Ketenagakerjaan Kota Medan telah memiliki kerangka strategis, namun implementasinya
masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Untuk itu, diperlukan pembaruan
kebijakan kelembagaan, penguatan peran digitalisasi layanan kerja, serta kolaborasi lintas
sektor agar strategi ketenagakerjaan mampu menjawab tantangan pengangguran secara
berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah
yang hanya terfokus pada Kota Medan, sehingga belum memberikan gambaran yang
komprehensif terkait strategi ketenagakerjaan di daerah lain. Selain itu, jumlah informan yang
terbatas serta waktu pengumpulan data yang relatif singkat membatasi kedalaman data yang
diperoleh. Beberapa informasi kelembagaan juga bersifat terbatas dan tidak seluruhnya dapat
diakses secara terbuka, sehingga interpretasi dilakukan berdasarkan triangulasi sumber dan
pendekatan kualitatif deskriptif.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan
kajian ini dengan memperluas cakupan wilayah dan memperbandingkan peran Diskominfo
atau Diskominsa di berbagai daerah dalam pengawasan konten digital selama masa pemilu.
Selain itu, pendekatan campuran (mixed-method) dapat digunakan untuk menggali tidak hanya
perspektif kelembagaan, tetapi juga persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan etika
bermedia sosial. Perlu pula dilakukan penelitian yang lebih spesifik terkait evaluasi regulasi
dan efektivitas implementasi sanksi terhadap pelanggaran etika digital, agar rekomendasi yang
dihasilkan dapat lebih aplikatif dan solutif dalam ranah kebijakan publik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dengan melakukan studi
komparatif terhadap dinas ketenagakerjaan di berbagai kota atau provinsi untuk
mengidentifikasi pola kebijakan yang efektif. Selain itu, pendekatan metode campuran (mixed-
method) juga dapat diterapkan untuk menggali secara kuantitatif hubungan antara pelatihan
dan serapan kerja. Perlu pula dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas digitalisasi
layanan ketenagakerjaan seperti SIDUTA, serta evaluasi terhadap sinergi kelembagaan lintas
sektor dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif.
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